
BAB VI 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan  

Berdasarkan  hasil pembahasan yang telah diuraikan mengenai tata kelola air di 

Desa Baumata,   Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang tersebut maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan, bahwa dalam mengelola air minum di Desa Baumata ada beberapa 

pihak yang mengelola air Baumata, yakni pemerintah  Desa, masyarakat, PT Aguamor, 

dan PDAM, yang meliputi beberapa aspek terkait:  

1. Kerangka aturan yang diberlakukan dimata air Baumata  

Dalam mengelola air  minum. baik Pemerintah Desa, Masyarakat, PT Aguamor, dan 

PDAM Kabupaten Kupang diketahui bahwa masing-masing pihak yang mengelola 

air, memiliki aturan yang dengan tujuan menjaga kelestarian ekosistem akuatik 

maupun non-akuatik. 

2. Partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan  

Dalam mengelola air Baumata  baik Pemerintah Desa, Masyarakat, PT. Aguamor, 

dan PDAM ikut andil dalam pembuatan kebijakan dalam mengelola mata air di 

Baumata. 

3. Sistem Keuangan dalam mengatur dan mengelola  air di Baumata  

Pemerintah Desa, Masyarakat, PT Aguamor, dan PDAM selaku pengguna air dari 

mata air Baumata itu tidak di pungut biaya, tetapi dalam penyalurannya ke 

konsumen, PDAM memberlakukan kewajiban membayar tagihan air bagi 

konsumennya sesuai dengan pemakaian setiap bulannya berdasarkan  penetapan tarif 

air minum PDAM kabupaten Kupang. Pada kolam renang Baumata dipungut biaya 

karcis masuk. 



 

4. Sarana dalam  penyediaan air minum di Baumata diketahui bahwa terkait sarana dan 

tanggung  jawab terhadap sarana dalam  penyediaan air di Baumata masih belum 

sesuai dengan  harapan masyarakat dikarenakan keterbatasan infrastruktur dan jarak 

dari sumber mata air sehingga dikerjakan secara bertahap, dan kedepannya 

diharapkan semuah wilayah mendapatkan sarana yang memadai. Sedangkan sarana 

prasarana pada kolam renang Baumata juga masih belum memadai, seperti tepat 

berteduh yang perlu diperbanyak sehingga dapat menjamin kenyamanan seluruh 

pengunjung. 

5. Pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola air di Baumata 

Untuk pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola air, pihak pengelola air 

mempunyai upaya untuk meningkatkan  pengetahuan  dan keterampilan masyarakat 

desa Baumata. Misalnya ada perkumpulan petani pemakai Air (P3A) yang 

mengelola tentang air. sehingga adanya pembinaan dan pemberdayaan P3A yang 

menjadi tanggung jawab instansi pemerintah daerah. Dan juga ada upaya dalam 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dengan merekrut tenaga kerja secara 

turun temurun yang sudah disepakati oleh nenek moyang dari dulu kala. Dengan 

demikian mereka dapat dibimbing untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan 

dalam mengelola air.  

1.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Pemerintah desa Baumata, PT. Aguamor dan PDAM Kabupaten Kupang harus lebih 

tegas dalam  membuat aturan untuk menjaga dan melestarikan alam agar bisa dapat 

mengatasi penurunan debit air. 



2. Masyarakat desa Baumata harus lebih peka dalam  menjaga dan melestarikan alam 

agar kedepannya tidak terjadi lagi penebangan secara liar di bagian hulu dekat mata 

air. 

3. PDAM Kabupaten Kupang harus lebih memperhatikan sarana dalam penyediaan air 

di Baumata, sehingga kedepannya diharapkan semua wilayah mendapatkan sarana 

yang ada contohnya:  pipa yang bocor diharapkan adanya respon yang lebih cepat 

dari pihak pengelola agar kebutuhan air sehari- hari ke masyarakat dapat berjalan 

lancar. 
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1.1 Panduan Pertanyaan  

Untuk memperoleh data dari informan, maka peneliti telah menyiapkan 10 pertanyaan 

terkait kerangka aturan yang diberlakukan di mata air Baumata, partisipasi publik dalam 

pembuatan kebijakan, Sistem Keuangan, sarana dan keterampilan serta pengetahuan 

dalam mengelola air di Baumata 

No Pertanyaan 

Informan 

PDAM 

Kab. 

Kupang 

Kepala 

Desa 

Baumata 

Warga 

Desa 

Baumata 

PT 

Aquamor 

 

 1 
 Apakah warga ikut berperan aktif dalam 

pengelolaan mata air?  √  √  √ √ 

2 

Apakah warga dilibatkan dalam berbagai 

kebijakan terkait perencanaan dan 

pemanfaatan mata air?   √   √   √ √ 

3 

 Apakah kebutuhan terkait pengetahuan 

dan keterampilan pengelolaan air 

tersedia?  √  √  √ √ 

4 
 Apakah terdapat pembagian peran dan 

tanggungjawab yang jelas?  √  √  √ √ 

5 
 Apakah mempunyai sarana yang 

menunjang?  √  √  √ √ 

6 
Apakah sistem keuangan berjalan dengan 

baik? √ √ √ √ 

7 
 Apakah kebijakan tentang air berkaitan 

dengan kebijakan lainnya?  √  √  √ √ 



8 

 Apakah para pemangku kebijakan yang 

ada terlibat dalam pengambilan keputusan 

tentang proses pengelolaan air?  √  √  √ √ 

9 
 Apakah pengelolaan air berjalan 

transparan?  √  √  √ √ 

10 
 Apakah ada kepercayaan untuk 

melakukan kerjasama?  √  √  √ √ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN  
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